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Kekuatan dari hasil persetujuan internasional tidak akan bertahan, jika
negara pelaksananya tidak mampu menjaga kekuatan dari konvensi internasional
tersebut. Negara dengan wilayah kedaulatan laut yang kuat baru akan terwujud
dengan dilaksanakannya dua langkah perjuangan secara bersama-sama; yaitu
langkah perjuangan diplomasi dan perbaikan yang menyeluruh terhadap sektor
kelautan di dalam negeri.

Dengan usaha yang panjang dan berani, Delegasi Indonesia telah meminta
kepada dunia internasional untuk melayakkan negara Indonesia memiliki wilayah
laut yang luas di dalam daerah kedaulatannya, untuk dijaga dan dipakai bagi
kesejahteraan Indonesia dan dunia. Dunia internasional—melalui Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB)—akhirnya mewujudkan keinginan Indonesia atas keutuhan
wilayah lautnya.

Oleh karena itu, adanya upaya peningkatan dan perbaikan terhadap sektor
kelautan Indonesia merupakan langkah pembuktian kepada dunia internasional
bahwa perjuangan Delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut
Internasional tidaklah sia-sia, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sungguh

layak dengan asas negara kepulauan yang telah dimilikinya.
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